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ABSTRAK

bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat
memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran
pada Bank Umum untuk menampung uang
persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya, dalam hal pengguna anggaran
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara
pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan
sebagian tugas dan  wewenang bendahara
pengeluaran SKPD;

bahwa ketentuan pembukaan rekening pada
bendahara pengeluaran pembantu belum diatur
sehingga perlu melakukan penyempurnaan Peraturan
Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta
Penempatan Uang Daerah;

dasar hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang




Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

CATATAN

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 2 januari 2019 dan ditetapkan 2 Januari
2019




